
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era reformasi sekarang ini yang diiringi dengan perkembangan globalisasi secara cepat semakin menuntut pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dasarnya secara maksimal dan efektif, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (Development), pemberdayaan (empowerment) dan fungsi Pelayanan (serving) dan salah satunya adalah hak identitas diri dan kewarganegaraan.
Dalam memenuhi hak identitas diri dan kewarganegaraan tersebut diterbitkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain.
Dengan adanya administrasi kependudukan sebagai bentuk pemberian hak identitas kepada setiap warga Negara diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan efektif. Dimana dalam pelayanan publik yang optimal dan efektif diperlukan tertib Administrasi dalam hal ini adalah tertib Administrasi
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Kependudukan. Tertib Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud Reformasi administrasi.
Pelayanan publik sendiri memiliki peraturan yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 2009 Tentang pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pemerintah atau dinas terkait apabila memahami betul akan pentingnya reformasi administrasi pastilah pelayanan publik akan terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan keberlangsungan tertib administrasi dalam hal ini adalah tertib administrasi kependudukan. Apabila pemerintah Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tertib administrasi kependudukan dengan baik pastilah terciptanya Good Governance yang baik.
Mengacu kepada penjelasan di atas, salah satu pelayanan administrasi Kependudukan adalah penerbitan akta kematian. Seperti yang kita tahu akta kematian merupakan bukti sah mengenai Status dan Peristiwa Kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan Akta Kematian merupakan sebuah program pemerintah dalam menentukan hukum seorang yang telah mati sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang “Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”
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Jika dilihat Dari keadaan di lapangan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, persoalan dalam administrasi Kependudukan yang berkaitan Dengan pencatatan peristiwa Kematian atau disebut dengan akta Kematian yaitu:
1. Masih banyaknya warga masyarakat yang enggan melakukan pendaftaran dokumentasi kependudukan. Sehingga efektivitas pencatatan Akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai. Jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian.
2. Selain itu, Masih rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat akan seberapa pentingnya Kepengurusan akta kematian, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan dibuatnya Akta Kematian. Padahal dengan kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian ini sangat bermanfaat sekali baik untuk masyarakat sendiri maupun pemerintah.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diperlukan agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman bekerja serta dapat membedakan antara teori-teori dan juga praktiknya yang terjadi di lapangan. Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Proposal Penelitian: “Efektivitas Pembuatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”.


1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis menyatakan rumusan masalah sebagai berikut: “Efektivitas Pembuatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Belum Optimal”.
1. Bagaimana efektivitas pembuatan Akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifnya pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam mengatasi masyarakat yang belum memahami arti kepemilikan akta kematian.


1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu/teori administrasi publik dan untuk memperkaya literatur dalam bidang Administrasi Publik.
2. Kegunaan praktis, yaitu kegunaan penelitian bagi pemerintah daerah, pejabat di lokasi penelitian, penelitian lain yang akan melakukan penelitian lanjutan, masyarakat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian.
